
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 20 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2009  

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH  

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 26 Tahun 2009; 

 b. bahwa dengan adanya kelembagaan baru berdasarkan 

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu diubah; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan 

Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 SALINAN 



  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan 

Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2009 Nomor 26); 

 

 

 



7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

7); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG 

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 26) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud 

dengan:  

1. Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DRD 

adalah Dewan Riset Daerah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2. Dewan Riset Nasional yang selanjutnya disingkat 

DRN adalah Lembaga Non Struktural yang 

dibentuk Pemerintah untuk menggali pemikiran 

dan pandangan dari pihak-pihak yang 



berkepentingan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di Indonesia. 

3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.  

4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

5. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan 

Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya 

disingkat Biro PIWP2 adalah Biro yang 

mempunyai tugas melaksanakan fungsi 

pendukung perumusan kebijakan strategis 

bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan 

pembiayaan pembangunan serta pengadaan 

barang dan jasa. 

 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 8 diubah 

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Organisasi DRD terdiri atas:  

a. Ketua;  

b. Wakil Ketua; 

c. Sekretaris;  

d. Sekretariat; 

e. Komisi Teknis;  

f. Badan Pekerja; dan  

g. Kepanitiaan (Panitia Ad hoc).  

(2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Komisi Teknis, 

dan Badan Pekerja DRD dipilih dan ditetapkan 

oleh anggota DRD pada sidang pleno/paripurna 

DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD. 

(3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris adalah unsur 

pimpinan DRD. 

(4) Dalam melaksanakan kegiatan DRD didukung 

oleh Sekretariat yang berkedudukan di Biro 

PIWP2.  

(5) Komisi Teknis terdiri dari anggota DRD sesuai 

kepakaran dan tugas komisi.  

(6) Badan Pekerja merupakan unsur perencana DRD. 



(7) Panitia Ad hoc dibentuk oleh Badan Pekerja 

melalui tata cara yang diatur oleh DRD. 

(8) Bagan Struktur Organisasi DRD sebagaimana 

tersebut dalam lampiran Peraturan ini. 

 

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan 

dukungan teknis dan pelayanan 

keadministrasian.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:  

a. Mengkoordinasikan dukungan operasional 

dan pembiayaan;  

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan administrasi;  

c. Membantu penyelenggaraan kerjasama DRD 

dengan mitra kerjanya;  

(3) Kepala Sekretariat DRD dijabat oleh Kepala Biro 

PIWP2. 

 

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

Belanja operasional DRD dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Biro PIWP2 

dan sumber dana lain yang sah. 

 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat 

paripurna DRD.  

(2) Kepala Sekretariat bertanggungjawab secara 

fungsional kepada Ketua DRD.  



(3) Secara organisatoris Ketua Komisi Teknis 

bertanggung jawab secara fungsional kepada 

Ketua DRD.  

(4) Secara organisatoris Ketua Badan Pekerja 

bertanggung jawab secara fungsional kepada 

Ketua DRD.  

(5) Secara organisatoris Ketua Panitia Ad hoc 

bertanggung jawab secara fungsional kepada 

Ketua Badan Pekerja.  

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil 

Ketua, Kepala Sekretariat dan anggota DRD wajib 

menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.  

(7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan tepat 

pada waktunya kepada Ketua yang selanjutnya 

diolah sebagai bahan laporan kepada Gubernur. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 26 Februari 2019 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                        ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 26 Februari 2019  

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                        ttd. 

 

GATOT SAPTADI 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 20   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


	b. bahwa dengan adanya kelembagaan baru berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ...



